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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakar. bahwa
Walikota bertanggungjawab atas efektivitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko telah
disusun  Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah  di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya
untuk mengintegrasikan antar sub-unsur
pengendalian intern dan mengarahkan langkah-
langkah konkrit sehingga lebih memudahkan dalam
melaksanakan penilaian risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan NepotismeLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia
Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hutu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Menetapkan

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembszantukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1880};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rzspublik
Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :entang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Le¢mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendaliar Intern
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kote. Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 167);

Keputusan  Walikota  Batam Nomor KPTS.
381/HK/XII/2012 tentang Petunjuk Pela<sanaan
(Juklak) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB 1
KETENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang d.maksud
dengan:

Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintaa Kota
Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selarjutnya
disebut OPD adalah Organisai Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaien atas
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud
untuk memberikan acuan dan panduan dalam
mempercepat pembangunan, pengembangen, dan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah
Daerah melalui identifikasi dan analisic risiko
sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Ris:ko, dan
Peta Risikonya.

Pasal 4

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

a. memberikan acuan yang aplikatif dan iategratif
bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan penilaian risiko;

b. memberikan informasi tentang adanya risiko
dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan
pengendaliannya; dan

c¢. memberikan acuan dalam rangka melakukan
pengkomunikasian dan pemantauan suatu
kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerab.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko terdiri dari
kegiatan Pemerintah Daerah pada tingkat :

a. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada
aspek strategis yang menjadi tanggung jawab
Walikota;

b. Organisasional yang meliputi penilaian risiko
organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi
tanggung jawab Eselon II pada Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah (entitas pelaporan); dan

¢. Operasional berupa penilaian risiko d: tingkat
kegiatan operasional.



BAB III
SASARAN

Pasal 6

Sasaran Pengguna Pedoman Penilaian Risiko
merupakan Pemerintah Daerah dalam kaitannya
menyelenggarakan  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah.

BAB IV
TAHAPAN PENILAIAN RESIKO

Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi :
a. tahapan prakondisi;
b. penetapan kriteria; dan

¢. langkah kerja penilaiannya.

Pasal 8

(1) Prakondisi  Penilaian Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 berupa tahapan untuk
menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP,
menetapkan konteks penilaian risiko sesuai
dengan tujuannya, dan mendapatkan deta awal
kelemahan pengendalian intern.

(2) Penetapan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 berupa tahapan untuk menetapkan
konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan
kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses
operasional (bussiness process) atas Kkegiatan
yang dinilai risikonya.

(3) Langkah kerja Penilaian risiko seba;zaimana
dimaksud dalam Pasal 7 berupa tahapan yang
terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta
pelaporan hasil penilaian risiko yang di dalamnya
memuat Daftar Risiko, Status Risiko, can Peta
Risiko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana tercanturi dalam
Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ba:am ini



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2017

WALIKOTA BATAM

-—

MUHXMMAD RUDI

Diundarngkan di Batam
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 4€ TAHUN 2017
TANGGAL : & sqrewsQ017

PED)OMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

BAB I
PENDAHULUA

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini melengkapi Pedoman Teknis
Penyelenggaran SPIP Subunsur Identifikasi Risiko dan Subunsur Analisis Risiko
dalam penyelenggaraan Penilaian Risiko di lingkungan instansi pemerintah.

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan Keputusan Walikota Batam
Nomor Kpts. 381/HK/XII/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam untuk keseluruhan unsur dan sub unsur,
termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. PPetunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan Pemerintah
Daerah (Instansi Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIF. Untuk
Penilaian Risiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan >anduan
langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum mencakup
metode pengintegrasian, penetapan Kriteria, dan formulir-formulr untuk
menuangkan hasil penilaiannya. Kebutuhan penyusunan pedoman
penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena
penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai
kelanjutan dari Pedoman Teknis tersebut, Pedoman Pelaksanaan >znilaian
Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat
atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk

memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyeleiggaraan

SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Batam. Penggunaan Pedoman

Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah Ko:a Batam
(lalam pelaksanaan penilaian risiko;

2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam
suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;

3. Bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan periantauan
pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Instansi Pemerirtah Kota
13atam.

C. RUANG LINGKUP

Ruzng lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi
penilaian risiko pada instansi pemerintah, pada tiga tingkat tindakan dan
itu:




2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisesi yang
bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I1.

3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan
operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan
tersebut skan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan
pendukur.g yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga ticgkatan
tersebut.

D.

PENGGUNA

Pihaik-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman pelaksar aan ini

adalah:

1. Crganisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Batam yang dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;

2. BPKP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP.

INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur
Peniaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari
penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko
terletak pada:

1. Fenggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang meraberikan
informasi tentang unit, kegiatan, atau program quick win
renyelenggaraan SPIP.

2. Fenggunaan hasil Diagnostic Assessment (DA) terutama yang Lerkaitan
cengan kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian.

3. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko
zkan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam
Fegiatan Pengendalian.

Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk me:nastikan
bahwva pengembangan Kkebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian
dilaicukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam per¢ncanaan
strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan
risiko.

METODOLOGI PENYUSUNAN

Peds>man Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan

metodologi  deduktif-hierarkhis. Dengan menjaga pemikiran bahwa

penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan oprrasional,
langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang lalam PP

60 Tahun 2008 hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada

proses operasional kegiatan unit

organisasi sebagai berikut:

1. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturar. tentang
subunsur identifikasi dan analisis risiko yang termuat dalara PP 60
Tahun 2008.

2. Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan di

san Walikota Batam Nomor Kpts. 381/HK/XII[/201% tentang

x Pelaksanaan (Juklak] Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.




3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesual Jdengan
ketatalaksanaan (bussiness process) kegiatan unit organisasi.

4. Mengujicobakan pada pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat
Daerah {OPD) dengan menuangkan hasilnya pada Lembar Kerja
dan/atau Formulir yang tersedia.

5. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas pedomen dan
penyelarasan dengan pedoman-pedoman lainnya.

SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di
muki, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup,
pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi
penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab [I, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan
sebeum suatu unit organisasi instansi pemerintah melakukan Penilaian
Risiko. Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko memurut PP Nomor 6) Tahun
200¢, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain
Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Instansi Pemerintah Kota Batam
dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.

Bab Ili, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi
Peniiaian risiko. Acuan dasar ini terdiri dari penetapan konteks risiko,
strulktur analisis dan kriteria penilaian risiko, serta pemahaman proses
bisn's atau ketatalaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah.
Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasional, dan
operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor
yang menjadi pemicu risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi r ilai-nilai
dari dampak dan kemungkinan risiko. Pemahaman ketatalaksanaan atau
prosss bisnis memudahkan identifikasi

sumber dan peristiwa risiko.

Bab 1V, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah kongkrit
dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan .nstansi
pemerintah. Langkah-langkah kongkrit dimaksud mencakup penggunaan
formr ulir/kertas kerja penilaian risiko. Selanjutnya, pada bagian akhir Bab
ini ciberikan acuan

dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko.

BAB II
PRAKONDISI PENILAJIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan Kegiatan untuk mengidzsntifikasi
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemnerintah.
Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis
risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik
Penilaiar Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain
Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum
melakukan penilaian risiko.



KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60,2008

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua
keg:atan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian
risikko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan bailk ajuan di
tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan
penztapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko
karena Penilaian Risiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejudian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.

Tujuan Instansi Pemerintah biasanya ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Mengingat bahw: Renstra
dan RKT tersebut hanya teroperastonalisasi melalul Pemerintalh Daerah
seh:ngga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah, maka tujaan dan
sasaran Organisasi Perangkat Daerah {OPD) di lingkungan Pemerin:ah Kota
Batam dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksrya yaitu
konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan
dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain
Penyelenggaraan SPIP di dalam Pemerintah Daerah. Oleh kacena itu,
adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian
Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juge. menjadi
bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang
diwajibkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
SPI>,

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan instansi
pemerintah yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yaig secara
mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit crganisasi
manpun

guick win penyelenggaraan SPIP.

1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan

sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah

Kota Batam sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko.

Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi

acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan

oenilaian risiko sebagai berikut:

3. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah ditetapkan dalam
Renstra Pemerintah Kota Batam,;

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam telah
menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu salah satu atau
gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada >eraturan

erundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dar efisiensi
San efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akar menjadi
uinan pada unit kerja eselon Il Organisasi Perangkat Dae-ah (OPD)

i ingkungan Pemerintah Kota Batam.




c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Timeframe (SMART) dan telah selaras dengan
visi, misi dan indikator kinerja. Misalnya, Renstra dan FKT Unit
Organisasi harus selaras dengan Renstra Pemerintah Daerzh, atau
tujuan dalam RKA Pemerintah Daerah harus selaras dengar. tujuan
dalam RKP.

2. ldentifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerin.ah Kota

Batam juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal

ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan

Utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kegiatan pendukung

jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 63 Tahun

2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam

menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

«. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah;

b. Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bert:ntangan
satu dengan lainnya;

¢. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Organisasi FPerangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Daerah;

(. Mempunyai unsur kriteria pengukuran;

¢. Didukung sumber daya Organisasi Perangkat Daeraa (OPD)
Pemerintah Daerah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas,
misalnya kegiatan di RKA Pemerintah Daerah tidak selaras dengan
kegiatan menurut tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daereh (OPD)
Pemerintah Daerah atau tidak selaras dengan Renstra Crganisasi
Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah, maka untuk kepentingan
penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak
selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatuan ad-hoc
i organisasi yang bersangkutan,

DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, ic entifikasi
ten-ang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik olel. internal
maupun eksternal organisasi, melalui Diagnostic Assessment (DA" maupun
olelr audit BPK. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan
hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian
risi<o efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian ntern ini
diraksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus
diicentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan
anclisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan
tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau
niled kemungkinannya.

Diagnostic Assessment juga menghasilkan area perbaikan Areas of
Improvement, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menanjuk ke
arah.infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga
me k ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk
G tifikasi di dalamnya subunsur Lingkungan Pengendelian. Ke



mar:a pun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan meraerlukan
perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan Dberbasis
kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI mezu tidak
mat harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau
mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jiks AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko
tetas dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lirgkungan
Pen;zendalian

ters:but terhadap risiko yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Perrerintah Daerah.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasark.an pada
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebat perlu
dila<ukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, Organisasi Ferangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Daerah menentukan keterkaitan temuan
dimaksud dengan kegiatan utama yang ada.

BAB III
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Penilajar risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifiasi atas
kelemahian pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akaen mermudahkan
penetapen Konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acual dalam
identifikasi dan analisis risiko.

A.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah
sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPI? harus
ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaiar. risiko.
Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis,
konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan
yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan
pada tiga konteks di atas.

1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal

Jencapaian tujuan suatu Organisasi Perangkat Daeraa (OPD)
2emerintah Daerah tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat
strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operesional di
ingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan
<elangsungan suatu instansi

semerintah, Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerir tah Kota
Batam tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis
untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan p:rnyataan
suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerinteh Daerah
lingkungannya. Pernyataan peran OPD dinyatakar. dalam
yataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah




menganalis lingkungan eksternal dan internal. Tujuaa yang
ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan,
dan terikat waktu. Dalam konteks Penilaian Risiko, Per.etapan
konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang
lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga unuk
memudahkan komunikasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemerintah Daerah dengan seluruh pegawainya.

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi -entang
aktivitas strategis, outcome yang diinginkan dari aktivitas strategis,
faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan
(stakeholden) internal dan eksternal, serta kirteria evaluasi risiko.

c¢. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis

Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah

sebagai berikut:

1} Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis instansi
pemerintah dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan
aktivitas strategis tersebut;

2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT
tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor
lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisast;

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang memp:agaruhi
pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran,
ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcom: pihak
terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis
organisasi; 1 1

4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkai dalam
melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrum:n yang
digunakan, dan pengendalian yang ada;

5) Dapatkan ikhtisar Area of Improvement (AOI), "Temuan
BPK/APIP/informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya
yang berkaitan dengan pengendalian intern;

6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja {KKPR -
1.1, KKPR - 1.2, KKPR - 1.3}.

2. Penetapan Konteks Organisasional

wjuan suatu Pemerintah Daerah secara operasional dicapa: melalui
akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi atau
satuan kerja yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut
dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan
melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah.
“indakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit crganisasi
tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks orgar.isasional
untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

1. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional

Ajuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintal. Daerah
ra teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan
- sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana
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Kinerja Tahunan {(RKT). Rumusan tujuan harus spesifik, -erukur,
dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dar. selaras
dengan tujuan organisasi. Tujuan Penetapan Konteks Orgarisasional
adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaiaa risiko
yvang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya
dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

Output Penetapan Konteks Organisasional

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi,
tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional
(business process) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan
dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria svaluasi
risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks orgarisasional
dimaksud.

Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai

berikut:

1} Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana
tertuang dalam Renstra, RKT, RKA, DIPA termasuk indikator
sasarannya;

2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi
tersebut selaras dengan misi dan tujuan instansi pemerin:ah;

3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi
persyaratan SMART,;

4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan
belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya
sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;

5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana ilertuang
dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedures (KS1CP);

6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang memgengaruhi
pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggarar, ruang
lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihal: terkait,
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta
sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

7) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AQI) yang terka:t dengan
unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/informasi
pengelola/ lainnya yang berkaitan dengan kelemahan
pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-
langkah kerja sebagai berikut:

- Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap perist wa risiko
karena Kketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap
dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

- Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya
berdasarkan pada aspek kekuatan atau k:emahan
lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang
menjalankannya (soft control).

8! Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -
1.1 dan KKPR - 1.3).
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. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah
rnerupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilal.sanakan
sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegia:an pada
tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai
clengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan
cdukungan yang bersifat generik.

¢. Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memnastikan
bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai Kritena
pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang ber.anggung
jawab dan para pihak terkait. Tujuan penetapan konteks opzrasional
adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaiixa risiko
yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya
dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b, Output Penetapan Konteks Operasional

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran
dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis
operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria svaluasi
risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

«. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai

berikut:

1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang
dalam Renstra, RKT, RKA, DIPA termasuk indikator sas:vannya,;

2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan
tersebut pada butir 1} sebagaimana tertuang dalam Febijakan
dan Standard Operating Procedure (KSOP),

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang memgengaruhi
pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi énggaran,
ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait,
ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana
yang dibutuhkan;

4) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (ACI) atau Temuan
BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitar. dengan
kelemahan pengendalian intern pada kegiatan ogerasional
tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai ber:lut:

- Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristira risiko
karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap
dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

- Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya
berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan
lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang
menjalankannya (soft control}.

Rl Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja

p(PR ~ 1.1 dan KKPR - 1.3).

—



PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN FISIKO

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan Organisasi Perangkat Daerih (OPD)
Pemerintah Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan
stra:egi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi
operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yeng akan
diar alisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan
kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat
dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur anclisis dan

kriteria

pen:laian risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pergukuran
l:eberhasilan (successful measures) pencapaian tujuan organisasi
sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran damoak dan
lkemungkinan terjadinya risiko.

- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum,
1egulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra,
1eputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.

- “ujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan
pemangku kepentingan.

- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada
instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala
dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Struktur analisis risiko perlu  diperoleh untuk mendapatkan
semahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber,
dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai
~isikonya. Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk ke nudahan
‘mplementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko
Jiterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks ris:ko yaitu
conteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat
sperasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuet dengan
mnemperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan
Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-
aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M {Man,
Money, Machine, Method, Material), yang dalam bahasa operasional
diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, s¢1ana dan
prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat
yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian
tujuan tersebut terjadi. Pihak yang terkena dampak diidentif kasi agar
penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampal: tersebut
kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, orgaiisasional
operasional juga mengarahkan penilai risiko mengid 2ntifikasi
t, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.




2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

lisiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan

strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya Kriteria
Ivaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yaig dapat
cliterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan
yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan
penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan leb'h lanjut
sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

#. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria
Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga
komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan campak-
probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih
mengarahkan analisis risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat
konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga a:au skala
lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin kcnsistensi
dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan ceskripsi
dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No Pampak Deskripsi
1. | Rendah Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas opere. si rer.dah

Pengaruhnya terhadap kepentingar. para _)r=marlgku
kepentingan rendah

2. | Sedang Pengaruh terhadap strategl dan akt1v1tas Opere. si sedang

Pengaruhnya terhadap kepentmgan para )Pmangku
kepentingan sedang
3. | Tinggi Pengaruh terhadap strategi dan aktmtas opere si tinggi

Pengaruhnya terhadap kepentmgarl para =mangku'
kepentingan tinggi

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan
sebagai berikut:

No | Konsekuensi /Dampak Kualitas Pelayanan

1. | Tidak signifikan Pada prinsipnya, defisiensi aau tidak
adanya pelayanan rendah, tanpa ada
komentar

2. | Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuasc<an oleh

masyarakat umum, tetapi pegaw il inszansi
mewaspadai adanya defisiensi

3. | Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan
oleh masyarakat umum dan pegawai
organisasi

4, | Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan

organisasi tidak memuaskan

5. | Sangat signifikan/ Pelayanan turun sangat jauh ¢li bawah
berbahaya fkatastropik standar yang diterima
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Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya
(probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lina) dan
dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian
risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala
dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai serikut:

No | Kemungkinan Deskripsi
Rendah Tidak pernah (jarang terjadi) i
Sedang Kemungkinan terjadinya sedang )

3. | Tinggi Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti ;:rjadi

Jika menggunakan skala lima {Sangat signifikan, signifikan, sedang,
kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan l2skripsi
kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

Kejadian berulang Kejadian tunggal Skala

No | Kemungkinan (Frekuensi) (Probabilitas) Nilai

I. | Sangat Kemungkinan Diabaikan
terjadi > 25 tahun | Probabilitas sangat kecl, 1
ke depan mendekati nol

2. | Jarang Mungkin terjadi | Kecil kernungking n
sekall tetapi tidak diabaikan |
dalam 25 tahun Probabilitas renda, 2

tetapi lebih besar deri
pada nol

3. | Kadang- Mungkin  terjadi | Kemungkinan kurang

kadang sekali dari pada 50%, tetapi
dalam 10 tahun | masih cukup besar | 4

Probabilitas kurang derxi

pada 50%, tezapi masih

cukup tinggi _

4. | Sering Mungkin terjadi | Mungkin tidak terjadi
kira-kira sekali | atau peluang 50/50 4
dalam setahun

5. | Sangat sering | Dapat terjadi | Kemungkinan terjadi >
beberapa kali | 50% S
dalam setahun

Matriks Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau
template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagiu sarana
untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima
(acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). M atrix ini
dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu marupakan
kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risico dalam
matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atat. strategi
penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak den skala
konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus
isten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3
1gga S5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan
ntukan sifat tindakan atau




strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan
Pengendalian.

Dalam skala tiga, matrik peta risiko terdiri dari 9 bidang Bidang-
bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar meaetapkan
risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contch Matrik
Risiko skala tiga adalah sebagai berikut:

Konsekuensi/Dampak
No Kemungkinan Rendah Sedang Tinggl
1. | Sering Kuning Merah Merah
Kadang-kadang Hijau Kuning Merah
3. Jarang Hijau Hijau Kuning
Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi

pemerintah disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko
instansi pemerintah, Dalam gambar di atas bidang merah
merupakan area yang memiliki  sisa risike yang sangat
membutuhkan penangan prioritas (risiko tidak dapat literima).
Selanjutnya untuk bidang kuning menjadi prioritas

berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada bidang hijau
berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-
bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar meaetapkan
risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contch Matrik
Risiko skala lima adalah sebagai berikut:

Konsekuensi/Dampak
N | Kemungki | Tidak | Kurang . s
. Signifik | Katastropik/Sa
0 nan Signifik | Signifi | Sedang an ngat Signifikan
an kan
. . Sangat | Sangat . .
1 | Sangat Sedang | Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
. . Sangat . .
2 | Sering Sedang | Sedang | Tinggi Tingggi Sangai_l‘mggl
3 Kadang- Rendah | Sedang | Tinggi Tingg Sangal Tingyi
kadang
4 | Jarang Rendah | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi
5 Sangat Rendah | Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi
Jarang -

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahi Dacrah
menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuci dengan
selera risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area
sangat tinggi menunjukkan area yang mempunya sisa ris:ko yang
sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganar dengan
prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya,
untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan
berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendeh berarti
dapat ditoleransi {risiko dapat diterima).

gkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR -2.1
KKPR - 2.2).




PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (BUSSINESS PROCESS)

Walsu ada di dalamnya, tidak ada pengaturan atau penjelasan yang
eksglisit di PP 60 Tahun 2008 tentang pemahaman proses operasional.
Namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentu.can oleh
tingliat pemahaman penilai tentang proses operasional (bussiness process)
kegiatan. Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPI}> melalui
penclekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yany; terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuar. dalam
memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana inencatat
informasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan
analisis risiko.

1.

Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentanz proses
cperasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskar. teriebih
dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan mengar alisisnya
sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yar.g tepat.
Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatken secara
proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

utput Pemahaman Proses Operasional

Output tahap Pemahaman Proses operasional adalah suatu kertas kerja
vang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen
pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatar ..
Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional

l.angkah kerja untuk mendapatkan output di atas adalal sebagai
herikut:
a. Dapatkan Kebijakan/Standard Operating Procedure (KSOP) atas
suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
Dalam hal suatu instansi pemerintah belum mempunyai KSOP,
dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui
wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya
yang dipandang perlu.
3. Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam
bagan alir;
Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendadan yang
telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
i. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut:
Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang
meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, inpui, ourput,
pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan
prasarana yang terkait;
f. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKFR ~-1.2).

‘:J
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BAB IV
LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi risiko dan
analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat
instansi pemerintah dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan men;yiraikan
langkah lerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa risiko, menganalisis risiko
dan menghasilkan peta risiko.

Penerapai langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yar.g telah
diidentifil:asi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikaa sesuai
konteks risiko.

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, [dentifikasi Risiko d lakuxan
untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan
yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah
berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik
risiko. penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa
risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat
inforniasi Sisa Risiko.

1.

Prinsip Identifikasi Risiko

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Instansi Perierintah.
Namun demikian, para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari
risiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan
pe 1gendalian secara tepat. Dalam rangka menjamin perolehan id->atifikasi
risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodo.ogi yang
tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan
yaag dinilai risikonya.

Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian,
sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang
mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas
kegagalan pencapaian tujuar.

Output Identifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat ‘nforrnasi
tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan
pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau
kegiatan yang dinilai risikonya.

Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Lengkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-
masing tindakan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan
jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;

ikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai
getahuan mengenai tujuan Kegiatan serta tugas den fungsi
Stansinya,;




3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1},
proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan
pemeriksaan/Audit (KKPR.1.), lakukan identifikasi risiko yang
meliputi, peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian
penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKI’R 3.1);

Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatén dan
pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang aca dalam
pelaksanaan suatu kegiatan;

Buatkan catatan-catatan tentang peristiwa risike yang berhasil
diidentifikasi;

Adakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion
(FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan
pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang
dalam KKPR - 1.2.

Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan deng:n risiko
yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risi<o-risiko
baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalu: teknik
identifikasi risiko sebagaimana tabel di bawah:

‘Teknik Identifikasi Risiko’

No Metode (PP60) Teknik Identifikasi Keterangan
1 | Kualitatif Brainstorming P
2 | Kualitatif-kuantitatif Facilitated Workshop P
3 Prakiraan dan Perencanaan | What-if case scenaric P
Strategis analysis
4 | Pemeringkatan Check List R
5 | Pembahasan Pimpinan Prioritising P/R
Hasil DA/Temuan C e B
6 Audit/Evaluasi Daftar Potensi Risiko R

P=Prospektif; R=Retrospektif

Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Idzntifikasi
informasi/ dokumen yang mendukung (SOP, Laporzn Hasil
Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masaj bahwa ris ko-risiko
dimaksud memang mungkin akan terjadi,

Tentukan pemilik risiko atas peritiwa yang kemungkiniua dapat
menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi
dalam tahapan di atas;

ldentifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan
sebagal berikut:

' (t-, Pertanyaan
N .

Apa penyebab atau sumber risiko?

- Apa Konsekuensi yang mungkin terjadi?




a. Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas penc:;naian
tujuan?

b. Apakan Dana, SDM, atau Waktu membuat pencapaian tujuan
lebih atau kurang efisien?

c. Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaiaE
tuyjuan?

d. Adakah mengarah pada manfaat tambahan?

3 | Apa pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?

Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan ter adinya
risiko?

5 | Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko?

Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan stdah
ada?

Apa yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif
mengendalikan risiko?

10) Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaita1 dengan
peristiwa risiko;

11) Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkar. dengan
pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi Kegiatan
pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai
berikut:

- Sisa risiko = peristiwa risiko
Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai yaitu belum
dapat menghilangkan risiko yang ada;

- Sisa Risiko = Tidak Ada
Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya sudeh dapat
menghilangkan risiko yang ada;

12} Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKP3-3.1)
B. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari saatu sisa
risikoc yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungk nan dan
dampaknya. Berdasarkan hasil penilajan tersebut, suatu sisa risiko dapat
diten'ukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu
inforraasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

1. Prinsip Analisis Risiko

Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis bercasarkan
informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkizan dan
d:mpak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hesil yang
diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Dalam penilaian
dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sejslumnya
serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akar datang.
Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi ¢an peran
serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya
- dan bila dignungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat



2. Output Analisis Risiko

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko
adilah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi
da:1 nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tin ykat dan
penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko denga tingkat
ris ko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A).
Sejangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masin;-masing
sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Pe:a Risiko
seliingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut
beada.

3. Langkah Kerja Analisis Risiko

Laigkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta Risiko
tersebut merupakan gabungan Penilaian Efektifitas Lingkungan
Peagendalian dan Pedoman Teknis 2.2 sebagai berikut:

a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian

Hasil Diagnostic Assessment berupa Areas of Improvement (AOl) dan
temuan BPK/APIP/Informasi  Pengelola/lainnya  atas unsur
Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian inte=1 harus
dinalisis karena merupakan sumber risiko yang dapat mempengaruhi
tujuan Instansi Pemerintah, baik pada tingkat instansi maupun pada
tingkat kegiatan. Karakterisitik integral SPIP dari lirgkungan
pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh eksistensi lebijakan
terkait sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terhadep risiko
pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek hard control dan soft
control Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuar [nstansi
Pemerintah. Hasil analisis ini dituangkan dalam KKPFR-1.3.

b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko

Langkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkar Status

dan Peta Risiko sebagai berikut:

1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifike si Risiko
yang telah dilakukan {KKPR 3.1);

2) Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan mengigunakan
kriteria penilaian atau referansi sebagaimana tertuarg dalam
KKPR-2.2;

3) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AQOI
dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkiran dan
dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR-1.3;

4) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkizan dan
nilai dampaknya,

5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif
sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut;

6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi
pmerintah yaitu tingkat tinggi (unacceptable), dan tingka: rendah
(acceptable)

7). Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (Kk.PR-G. 1)

takan hasil yang tertuang dalam KKPR-3.1 dalam suatu Peta

isiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR-3.2.




C. PELAPORAN

Sebagii panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risko, pada bagian
ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang
menyzngkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Risiko.

1. Muatan Laporan

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria: Pertama, lengkap
yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan grior:tas
penianganan secara menyeluruh, Kedua, akurat yaitu risiko atas kegiatan
vang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang menizrlukan
penanganan, Ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan
mu dah ditindaklanjuti.

Selwubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-ha. sebagai
berikut:

a. Pemilik risikonya;

b. Ruang Lingkup;

c. Daftar Risiko, Status dan Peta Risiko;

d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.

Lasoran tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko,
daam hal ini adalah pimpinan instansi pemerinta1 atau
pelanggungjawab  kegiatan untuk menetapkan langkah- angkah
peigendaliannya.

2. Foermat Laporan
Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format yang

seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yarg harus
dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik.



LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
(KPPR)

KKFR - 1.1

NAMA ENTITAS PP OP

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan . | Memastikan bahwa sasaran kegiataﬁ telah
Penyelarasan SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan
visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, serta
melakukan perbaikan apabila ditemukan adenya

kelemahan
Nama Kzgiatan . | kegiatan yang akan dinilai risikonya
A. DATA AWAL
[
No Butir Kegiatan Uraian

1 Sesaran & Indikator
Kegiatan

Apakah indikator sasaran telah m=menuhi

kriteria:

B a. Spesifik Ya / ;ida_k.
b. Dapat diukur Ya / Tidak
¢. Dapat dicapai Ya / Tidak
d. Relevan Ya / Tidalk
e. Terikat Waktu Ya / ;'idal:

2 | Tujuan Kegiatan

3 | Tijuan Organisasi

4 Misi

5 | Visi




B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No Butir Kegiatan

Uraian

{1) (2)

{3)

1 | Sasaran Kegiatan

2 | Tu uan Kegiatan

PETUNJUK PENGISIAN :
A. DATA AWAL

Kolom Uraian diisi dengan:
1. Sasaran Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

3. Tvjuan Organisasi

4, M:si

Indikator sasaran kegiatan sebagaimane. teriera
dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila
terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam
beberapa dokumen dimaksud, un gkapkan
seluruhnya.

Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang
terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran
antar dokumen, maka penilaian kriteria
dilakukan terhadap masing-masing sasaran.

Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis,
organisasional, atau operasional)

Tujuan unit organisasi

Misi yang terkait dengan kegiaty yang
bersangkutan.

Visi pada instansi pemerintah  yvang
bersangkutan, diisi jika penilaia1 risiko
dilaksanakan pada level Pemerintah Daerak.

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolor1 Uraian diisi dengan:
1. Sasaran Kegiatan

2. Tjuan Kegiatan

Indikator sasaran Kkeglatan yarg telah
disesuaikan dengan kriteria SMART.
Penyelarasan dilakukan dengan
mengidentifikasi kriteria yang belum :erpenuhi
kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat
atau tersurat dinyatakan dalam sasaran
kegiatan.

Tujuan Kkegiatan yang telah diselaraskan
dengan misi dan visi instansi pemer ntah dan
dikaitkan dengan sasaran yarg ‘telah
diselaraskan.




NAMA ENTITAS

KEPR - 1.2

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Tuwjuan Pemahaman . Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir,
Proses Bisnis Instrumen  pengendalian  lainnya, dan
peraturan yang relevan.
. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi
risiko
Nama Kegiatan )
A. PROSES BISNIS
1. Bugan Alir
2. Piosedur
3. Pirosedur Pengendalian yang Ada
4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya
B. DAT4 KEGIATAN
I
i No Elemen Uraian
1 | Anggaran

2 | Ruang Lingkup

3 | Waktu

4 | Lokasi )
5 | Input

6 Output

7  Pihak Terkait

8 Ketentuan/peraturan
yang relevan




L9

$arana dan Prasarana

PETUNJUK PENGISIAN :
A. PROSIIS OPERASIONAL

1 Bagan Alir

2  Prosedur

3 Ilormulir dan
Instrumen
pengendalian
lainnya

Tuangkan bagan alir yangmenggarnbarkan
proses operasional atas Kegiatan yarg akan
dinilai risikonya

Uraikan  urutan  langkah-leangkah  dalam
pelaksanaan kegiatan

Sebutkan formulir yang digunakan datain proses
operasional dan pengendalian yang telah ada

B. DATA KEGIATAN (optional)

1 Anggaran

2  Ruang Lingkup

3 Waktu

4 _okasi

5 ‘nput

6 Output

7 Pihak Terkait

8 Ketentuan/
peraturan yang
relevan

9 Sarana dan

Prasarana

Catlatan:

Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatar.
tersebut.

Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan
tersebut

Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiaten
Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatian
Sebutkan input kegiatan

Sebutkan output kegiatan

Pihak yang berkaitan dengan peleksanaan
kegiatan

Sebutkan ketentuan vang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan

Sebutkan saran dan prasarana yang d:gunakan
dalam pelaksanaan kegiatan

Data optional berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang ekan

diidentifikasi



NAMA ENTITAS

Tujuan ldentifikasi

Nama K:giatan

KKPR-1.3

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Menginventarisasi  kelemahan  peng endalian
intern berdasarkan hasil Diagnostic Assessment
berupa Area of Improvement (AOl)/temaan
BPK/APIP/ informasi pengelo.a lainnya dan
menentukan pengaruhnya terhadap pencapsian
tujuan.

! Pengaruh Ke emahan

(1)

. SC
No = ADI/Temuan BPK/APIP Referensi Terhadap Pencapaian
dan/HC .
Tyjuar
(2}

{3) (4) (S)

L

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom (1} . cukup jelas

Kolom ()

Kolom (&)

Kolom (<)

kolom (%))

Cantumkan hasil Diagnostic Assessment/temuanB?K/APIP/

informasi pengelola lainnya

Cantumkan nomor laporan Diagnostic Assessnuznt/hasil

pemeriksaan BPK /hasil pengawasan APIP atau suriber data

lainnya

atau keduanya

Tentukan kategori yaitu Soft Control{SC) atau Hard Ccntrol {HC)

Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan




NAMA ENTITAS

KKPR - 2.1

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan Perumusan

Nama Koegiatan

Dimilikinya kerangka

pikir {sebaga.— dasar

mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan
merumuskan sumber risiko dan danraknya,
serta menganalisis pihak yang terkena deinpak.

Dampak
N¢ Sumb -
___0 umber Uraian Pihak yang Terkena
(1) (2) (3) 4)
PETUNJUK PENGISIAN :
Kolom (1 :  cukup jelas
Kolom (2 :  Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dana,
material, sarana dan prasarana; ¢ ksternal:
ipoleksosbudhankam).
Kolom (3- :  Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan per.capaian
tujuan

Kolom (41 :  Sebutkan pihak-pihak yang
masyarakat, pemerintah)

Catatan:

terkena

dampak (rnisalnya:

jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pen zisiannya

dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah.




NAMA ENTITAS

KKPR - 2.2

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Tujuan Perumusan

Nama Kegiatan

Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam
analisis risiko yang meliputi skala dampak dan
skala kemungkinan.

A. SKALA DAMPAK

i Skala dan Definisi Level Dampzﬁ(
. . S , S t
No Kategori Indikator angat Kecil | Sedang | Besar anga
Kecil Besar
. 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) )
Finansial Jumlah | <ljuta 1-10
Kerugian juta
B. SKALA KEMUNGKINAN
No Tingkat Kemungkinan Penjelasen
]l 2) @)




PETUNJUX PENGISIAN:

A. SKALA DAMPAK

Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3}

Kolom (4)

Cukup jelas

Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.)
misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses
operasionalnya

Isi dengan indikator dari masing - masing kategori (kerug.an
finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau
mutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika me.akukan
analisis risiko

Tetapkan skala yang akan digunakan (dapa: mengsunakan
skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level danipaknya
sesuai dengan kategorinya masing-masing.

B. SKAL/ KEMUNGKINAN

Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3)

Cukup jelas

Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk
masingmasing tingkat sesuai dengan skala kemungkir en yang
dipilih

Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalim satu
tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan
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B. PETA RISIKO

Tingkat Dampak
Tingkat K ki
ingkat Kemungkinan Sangat Kecil Sedang | Besar Sangat
kecil besar
Uraian Kemungkinan 1 2 3 4 S
Sangat s:ring 5
Sering 4
| Cukup Sering 3
] Jarang 2
LSangat Jarang 1

PETUNJUK PENGISIAN :

A. STATUS RISIKO

Kolom (1}

Kolom (2]

Kolom (3)

Kolom {4)

Kolom {5}

Kolor (6)

Kolora (7)

Kolom (8}

Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) delam Daftar
Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.

Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimara tertuang
dalam Daftar Risiko.

Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala
kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai
(lihat KKPR-2.2 B).

Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan
yang dibuat atau disepakati (KKPR-2.2 B}

Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang
sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR-2.2 AJ.

Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat
atau disepakati (KKPR - 2.2 A)

- Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasl perkalian
kolom (4) dengan kolom (6);

- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju
tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A).

Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat ris ko tersebut
isalnya: tinggi, sedang, atau rendah)




B. PETA RISIKO
Gambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan

menempeztkan masing-masing kode register atau nomor urut pada b:dang atau
area yang, sesual.

WALIKOTA BATANMI,
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B. PETA RISIKO

Gambarlan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diaas cengan
menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada tidang atau
area yang sesuai.

WALIKOTA BATAM,
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